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BUPATI SUMBAWA BARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT 
 

NOMOR      121      TAHUN 2018 
 

                                                  TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 93 
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2018 KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) 

dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah 

Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Alokasi Dana Desa Sementara setiap 

tahun anggaran yang pengalokasiannya ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 

Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan 

rincian Anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi 

Hasil menurut daerah kabupaten/kota; 

c. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi 

Nusa Tenggaran Barat 903-639 Tahun 2018 tentang 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Sumbawa Barat 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018. 
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d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Barat 

Tahun Anggaran 2018; 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1649); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan  Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4340); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717). 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang  

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

  13. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

  15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2015  Nomor 

56); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 

2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat Nomor 2); 

  17. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun  

2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 

Alokasi Dana Desa; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 18); 

19. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 92 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018. 

 

 MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN BESARAN 

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2018. 

   

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

  1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 

adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ 

kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat; 

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 



- 6 - 

 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

  6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

  7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten 

Sumbawa Barat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri. 

  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

 

Pasal 2 

  Penetapan ADD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 

Anggaran 2018 ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh 

perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima 

kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Tahun Anggaran 2018.  

 

Pasal 3 

(1) Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa 

Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.        

66.047.773.203  (Enam Puluh Enam Milyar Empat 

Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh  Puluh Tiga Ribu 

Dua Ratus Tiga Rupiah); 

(2) Penetapan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
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Bupati ini.  

(3) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau kelebihan 

pembayaran Alokasi Dana Desa Tahun berkenaan maka 

akan disesuaikan pada perhitungan pembayaran 

Alokasi Dana Desa Tahun berikutnya. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

 
 

      Ditetapkan di Taliwang 

       pada tanggal      12 Oktober      2018 

       BUPATI SUMBAWA BARAT, 

 

 

dto 

 

     W. MUSYAFIRIN 

Diundangkan di Taliwang 

pada tanggal         12 Oktober     2018 

          SEKRETARIS DAERAH  

      KABUPATEN SUMBAWA BARAT, 

 

 

 dto 

 

                 A. AZIS           

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 N0M0R 121 


